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WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
NOMOR 56 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau
Tahun Anggaran 2020 dapat dikelola secara
tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan,
taat terhadap peraturan serta bertanggung
jawab dengan memperhatikan azas keadilan,
kepatutan dan manfaat untuk masyarakat,
maka dipandang perlu menetapkan Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran
2020 ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001
tentang Pembentukan Kota Bau-Bau
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4120);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia " Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494),

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
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Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

12, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pemberian dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi  Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4972);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010
tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelengaraan
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Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan  Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5272);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
9533);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402)

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6057);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7
Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan
Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007

m

Poratinan Wall Zota Bawbau Hoon 56 Takun 2019 toctany Pedoman Polabsanain APED Zota Buabas
Takun rtvpgaran 2020

Scanned by CamScanner



tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
Pemeritah Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan  Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55
Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan

dan Penyusunan Laporan
Pertanggungajwaban Bendahara serta
Penyampaiannya;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan
Tata Tertib Pengajuan, Penyaluran, dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan
Bantuan Keuangan Partai Politik,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam APBD dan Tata Tertib
Pengajuan, Penyaluran, dan  Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33
Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020;

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 /
PMK.05 / 2012 tentang Perjalanan Dinas
Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai
Negeri Sipil, Dan Pegawai Tidak Tetap;
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32. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran
Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2009 Nomor 3);

33. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 4
Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota
Bau-Bau Tahun 2009 Nomor 4);

34. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau

(Lembar Daerah Kota Baubau Tahun 2016
Nomor 5);

35. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 4
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota
Baubau Tahun 2019 Nomor 4);

36. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah
Kota Baubau;

. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 09 Tahun
2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kota Baubau;

38. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 63 Tahun
2016 tentang Pemberian Tambahan
Penghasilan  Pegawai Negeri  Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kota Baubau;

39. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 4 Tahun
2018 tentang Pelaksanaan Penilaian Resiko;

40. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 29 Tahun
2018 tentang SPIP Kota Baubau;

41. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 32 Tahun
2018 tentang Kode Etik Penyelenggara
Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota
Baubau;

42. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 50 Tahun
2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2020;

43. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun
2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Baubau
Tahun Anggaran 2020.
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN
ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Kota Baubau.

2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

3. Pemerintahan  Daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Baubau.

Perangkat Dacrah atau Organisasi Pemerintah Daerah yang
selanjutnya disebut SKPD, merupakan organisasi atau lembaga
pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Wali
Kota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah
selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan
pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan
Keuangan Daerah.

10. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau
beberapa Program.

11. Urusan Pemerintahan adalah fungsi - fungsi pemerintahan yang
menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan / atau susunan
pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi - fungsi
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